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SLURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERLIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1691 TANUN 2014

TENTANG ™

FPERSETUIUAN PENDIRIAN / 171N OPERASIONAL MADRASATI IBTIDATYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAIT M1 AL-KHAIRAT BULO-BULOA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAR KEMENTERIAN
PROPINSI SULAWES] SELATAN

KEFALA KANTOR WILAYAR KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

hMembaca 2. Surat Kepalg Kantor Kementgnian Agama Kabupaten Bentacny  Nomoe
!{d.E|.1H]-ua‘lip.l.’JE.S.’l45J?f2LHf1 dangpal 05 Desember 2014 perihat Rekomendas;
[zin Operasional Madrasah MI Al-Khaeryt Bylo-B wloa Kabupaten Bantaenyg,
* b. Surat Rekomendas; Kepala Desa Paljukukanp Nnrnm':EHE.-'ERL'?{E’J.-T{EEGlrl tamggal [5
Olctoher 2014 :
¢ Surst Rekomendas Camat Pajukukang Nomor: 327K PI2014 fargeal 135 Oktober
2014

Menimbang 2. Bahwa dalam rangka pe‘ﬁhina;m Madrasah ciipandang perla untylk memberikan
persetijuan pendirian terhadap Madrassh Swists dilingkungan Kantor Wilayvah
Eementerian A Bama Propinsi Sulgwes; Selatan.

b, Bahwa Madrassh Swasta vang tercantum dalam kolom dua lampriran syrat keputuzan

i memenyhi Persyaratan  yang  ditentukan untuk  diberikan

Persetujuan
menyelenpgarakan Pendidikan,

Menmringat . B Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 2 20 Tahun 2003 tentarg  Sistim
Pendidikan Nasiongl;
' 1. Undang ~Undwng Nomor 14 Tahug 2005 tentang gury dan doscn;

3. Peratyran Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 1entan
Pedoman Pengawasan Untuk Medrasah dan Sckolal

4. Peraturan FPemerintah Nomor 55 Tahu 2007
Pendidikan Krapemuan:

5. Peraturan Pemeriniah Nomer 48 Tahun 2003 tenlanp Pendangan Femiidikau\_

b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 lentang gury: i

7. Peraturan Pemerintah Ny &5 Tabun 2005
PEierapan Standar Pelayanan Minima

8. Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010
penvelenggargan p::ndfdjkan;a

5. Peraturan Presiden Mo 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Orpanizas
Nepara;

1. Peraturan Menteri A
Eementerian Apama;

I1. Peraturan Menteri Agama Momar 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekalah:

& Standar Masipl Pendidikan
Umiem;

lemtang Pendidikan Abama dan

=

tentang Pedomen Penyuaunan  dun
tentang  Pengelolpan dan

Eementerian

gama No 10 Tahun 2010 lentang Organisasi dan Tata Eerja



L]

12.Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010
Pendidikan '

12 Peraturan Menleri  Pendidikan Masional nomor
Penjaminan Muty Pendi dikan;

14, Peratiran Menteri Apama Nomor 16 Tahu 2010 tentang wgas pokok dan fungsi
pengawas Pendidikan Apama Islam

13, Peraturan Menerti Agama Nomor 90 tafun 20 13 tentang P
Madrasah

16 Peraluran Menteri

instansi veriikal

tentang Pengelolaan dan Penyelenpgaraan

63 Tahun 2004 tentang sistem

enyclengparaan Pendidikan

Apama Nomor 13 tshun 2012 tentang organizasi dan tta ketja

-

Memperhatikan

. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda lslam Momor:
Hasil wverifikasi Lein Operasional bladrasah,
Pendidikan Madrsah Kantor Wilayah Kementer

b Sueat Tugas Kepala Kantor Wilayah Kemnenterian
KW 21 4¢5/PP.O0F 3478 /2014 tangeal 06
Clperazional Tabhun 2014

MEMUTUSKAN

L0892 tangpal 09 Desember 2074
Saran dan pendapat Kepala Brdang
ian Agama Propinsi Sulawesi Selatan
Apama Pepvins Sulawesi Selatan Momar:
Apustos 2014 Pesihnl Melaksanakun NVerifikasi Tein

6-;:&1Er:-|;}:ar! - KEPUTUSAN KGEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI
SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN P MOIRIAN EZIN

OPERASIONAL  MADRASAH IBTIDATYAIT  SWASTA DILINGEUNGAN

EANTOR WILAYAH EEMENTERIAN AGAMA PROPING] SULAWES] SEL &4 TAN.

Pertamsy - Memberikan persetujuan plas pendinian/lzin Operasional Madrasah Ibtidaivah Swasts

yang tercanium dalam kolom Eﬂml:plrm1 aurat Eeputusan.

Fedua . Madrasah Thtidaivah Swasta seperti dimaksud dalam diktum periama distas diberiban
slatus sehagai Madrasah terdafiar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperts
tercantum dalam  kolom 3 dan dibenkan Piagam Pendirian Madras

Nomor Piagam tercantum delam kolom 4 lampiran Surat Keputus
menyelengearakan pendidikan

ah Swasta denpan
an i den berhak

Feligg

Apabila dalam penvelenggarnan Pendidikan pada Madrasal lersebut soperti yaug
. tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini

lidak sesuni dengan persyaratan
vang ditentukan maka keputusen ini skan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya.

K.eempal - Surat chuiué&n i diberikan kepada Madrasah

yang bemsanghkutan untuk diperounakan
sebagaimana mestinya. E

Ditetapkan : Makassar
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Azali Suyut, h[.]—ﬂ‘]
03 198703 1 003

Fembuosan ¥ithe

| Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta:



